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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

uji syukur kami panjatkan ke hadapan 

Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, 

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 

Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. 

Penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan 

HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian 

Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. 

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil 

guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good 

Governance sebagai usaha untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas 

pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan 

suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme 

program,  pelaksanaan, pemantauan dan 

pengevaluasian program kegiatan. Untuk itu 

diperlukan pengukuran dan pengevaluasian agar 

kerja dan kinerja tetap pada garis yang telah 

ditetapkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 merupakan 

media untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

dan memberikan keterangan atas pencapaian 

kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tahun 2020 sebagai tahun paling menantang 

dalam “kehidupan  pengabdian” lembaga 

pemerintah termasuk BPSDM Hukum dan HAM. 

Berbagai ujian kinerja mendera di tahun tersebut, 

tetapi BPSDM Hukum dan HAM tetap berusaha 

memenuhi tanggung jawabnya. Laporan Kinerja ini 

sebagai media BPSDM Hukum dan HAM 

mempertanggungjawabkan kerja dan kinerjanya 

walau pelatihan reguler yang dilakukan banyak 

disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang 

mendera Indonesia dan dunia. 

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat 

jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat kami 

harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan 

Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kepala Badan Pengembangan SDM 
 Hukum dan HAM 

 
 
 
 

Asep Kurnia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan kedua Jokowi mempunyai 

perhatian khusus terhadap pembangunan 

manusia, hal ini dapat kita lihat pada Nawacita 

kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di point 

satu yang berbunyi Peningkatan kualitas 

manusia Indonesia. Kemudian ditekankan 

kembali dalam 5 (lima) arahan utama yang 

ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian 

sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) 

juga di point pertama yang berbunyi 

Membangun SDM pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi didukung 

dengan kerjasama industri dan talenta 

global. 

Pembangunan manusia menjadi penting 

karena hal tersebut merupakan kunci utama 

Indonesia untuk terus melaju di dalam 

pembangunan, terlebih Indonesia saat ini 

memasuki bonus demografi (2015-2035). 

Bonus demografi bisa menjadi beban besar 

bagi negara jika tidak diimbangi dengan 

pembangunan manusia yang berkualitas. 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai 

kementerian yang besar jumlah pegawainya 

(kurang lebih 60.000 pegawai) memiliki 

kepedulian dalam meningkatkan kompetensi 

pegawainya tersebut. Peningkatan tersebut 

dimaksudkan agar ASN di Kemenkumham 

menjadi pegawai yang berkualitas sehingga 

dapat menjadi pendorong kemajuan Indonesia 

dalam menghadapi bonus demografi.  

Peningkatan kompetensi ASN di 

Kemenkumham juga searah dengan salah 

satu dari  7 (tujuh) Agenda Pembangunan 

pemerintahan periode kedua Jokowi yang 

berbunyi Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik. Memperkuat transformasi 

pelayanan publik tidak akan berhasil jika tidak 

ditopang dengan SDM yang berkompetensi 

sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. 

Tugas peningkatan kompetensi ASN di 

lingkungan Kemenkumham diamanahi 

kepada BPSDM Hukum dan HAM.  Dalam 

menjalankan tugas pokoknya, BPSDM Hukum 

dan HAM bertanggungjawab langsung kepada 

Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI Nomor  29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI, BPSDM Hukum dan HAM yang detilnya 

akan dijelaskan kemudian. 
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Dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya BPSDM Hukum dan HAM 

melakukan evaluasi terhadap program-

program dengan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Salah satu evaluasi 

yang rutin dilakukan setiap tahun adalah 

evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi terhadap 

kinerja ini dituangkan di Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. 

LKIP yang disusun BPSDM Hukum dan HAM 

bertujuan agar aktivitas yang dijalankan 

sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditentukan. Perencanaan dengan indikator-

indikator disusun sebagai guidance agar 

aktivitas BPSDM Hukum dan HAM mengacu 

pada bagaimana mencapai target-target 

dalam indikator tersebut. LKIP juga disusun 

dalam rangka keterbukaan informasi terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh BPSDM Hukum 

dan HAM. Keterbukaan informasi yang 

kemudian digunakan oleh stake holder untuk 

menilai sejauh mana BPSDM Hukum dan 

HAM telah menjalankan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).  

 

B. Visi, Misi dan Tujuan 

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 

tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah 

ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional 

untuk tahun 2020-2024 dibawah 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah : 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut 

dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi 

Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita 

Kedua yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, 

dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan 

berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang 

berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan 

kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada setiap 

warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, 

efektif dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam 

kerangka negara kesatuan. 

Adapun 5 (lima) arahan utama yang 

ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian 

sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) 

adalah: 

1. Membangun SDM pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi didukung 

dengan kerjasama industri dan talenta 

global; 

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur 

untuk menghubungkan kawasan produksi 
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dengan kawasan distribusi, 

mempermudah akses ke kawasan wisata, 

mendongkrak lapangan kerja baru, dan 

mempercepat peningkatan nilai tambah 

perekonomian rakyat; 

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi 

dengan pendekatan Omnibus Law, 

terutama menerbitkan 2 undang-undang. 

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. 

Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 

4. Memprioritaskan investasi untuk 

penciptaan lapangan kerja, memangkas 

prosedur dan birokrasi yang panjang, dan 

menyederhanakan eselonisasi; dan 

5. Melakukan transformasi ekonomi dari 

ketergantungan SDA menjadi 

daya saing manufaktur dan jasa modern 

yang mempunyai nilai tambah 

tinggi bagi kemakmuran bangsa demi 

keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk 

mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan 

misi, arahan Presiden dan agenda 

pembangunan, maka ditetapkan Visi 

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-

2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang Andal, Profesional, 

Inovatif, dan Berintegritas dalam 

Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil 

Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong” 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 

Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 

yaitu penegakan sistem hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi 

nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman pada 

setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu 

pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif 

dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut 

diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai 

berikut:  

1. Membentuk peraturan perundang-

undangan yang berkualitas dan melindungi 

kepentingan nasional  

2. Menyelenggarakan pelayanan publik 

dibidang hukum yang berkualitas 

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang 

kekayaan intelektual, keimigrasian, 

administrasi hukum umum dan 

pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, 

bermartabat dan terpercaya.  

4. Melaksanakan Penghormatan, 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi 

Manusia Yang Berkelanjutan.  

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat  

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan 

melalui peran keimigrasian dan 

pemasyarakatan  

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan 

yang baik melalui reformasi birokrasi dan 

kelembagaan.  

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan 

misi dan juga merupakan hal yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. 
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Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan 

tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan 

HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

selama tahun 2020-2024 sesuai misinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Misi membentuk peraturan perundang-

undangan yang berkualitas dan 

melindungi kepentingan nasional, 

bertujuan untuk; mewujudkan peraturan 

perundang-undangan yang harmonis 

yang sejalan dengan kebutuhan hukum 

masyarakat dan kebijakan pemerintah; 

dan terciptanya ketertiban dan keamanan 

dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik 

dibidang hukum yang berkualitas, 

bertujuan untuk mewujudkan layanan 

Kementerian Hukum dan HAM yang 

Prima.  

3. Misi mendukung penegakan hukum di 

bidang kekayaan intelektual, 

keimigrasian, administrasi hukum umum 

dan pemasyarakatan yang bebas dari 

korupsi, bermartabat dan terpercaya, 

bertujuan untuk mendorong inovasi 

kreativitas masyarakat melalui 

peningkatan permohonan kekayaan 

intelektual, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional melalui kemudahan 

pemberian ijin pendirian badan usaha, 

sekaligus memenuhi hak-hak warga 

binaan pemasyarakatan serta 

membentuk Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali 

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab serta 

Memberikan jaminan perlindungan hak 

asasi tahanan yang ditahan serta 

keselamatan dan keamanan benda-

benda yang disita untuk keperluan barang 

bukti dan benda-benda yang dinyatakan 

dirampas untuk negara dan mencegah 

penyalahgunaan dokumen keimigrasian 

oleh WNI dan WNA yang melintas dan 

tinggal di Indonesia.  

4. Misi melaksanakan penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia yang berkelanjutan, bertujuan 

untuk terlindunginya hak asasi manusia.  

5. Misi melaksanakan peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat, bertujuan 

untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap 

kesadaran hukum masyarakat serta 

akses keadilan.  

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas 

keamanan melalui peran kemigrasian dan 

pemasyarakatan, bertujuan untuk 

menciptakan wilayah perbatasan yang 

aman dari perlintasan WNA/WNI yang 

tidak mempunyai dokumen sesuai 

prosedur dan menciptakan keamanan 

dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.  

7. Misi melaksanakan tata laksana 

pemerintahan yang baik melalui reformasi 

birokrasi dan kelembagaan, bertujuan 

untuk mewujudkan ASN Kementerian 
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Hukum dan HAM yang kompeten dan 

terlaksananya reformasi Birokrasi di 

Kementerian Hukum dan HAM. 

Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum 

dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu: 

1. Tugas BPSDM Hukum dan HAM 

 BPSDM Hukum dan HAM mempunyai 

tugas melakukan pengembangan  

Sumber Daya Manusia di bidang Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

2. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM 

 Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

1191 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2015, BPSDM Hukum dan HAM 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan Kebijakan Teknis, 

Program dan Anggaran 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Bidang Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

b) Pelaksanaan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Bidang 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi 

Sumber Daya Manusia di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM; 

d) Pemantauan, Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Bidang Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

e) Pelaksanaan Administrasi Badan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM; dan 

f) Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menteri. 

 

C. Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan 

HAM 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari 

beberapa fungsi yang memiliki tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

1. Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM 

Melaksanakan koordinasi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi kinerja dan 

keuangan serta melakukan pembinaan 

dan pemberian dukungan 

administrative kepada seluruh satuan 

organisasi dilingkungan BPSDM 

Hukum dan HAM. 

2. Kepala Pusat Pengembangan Diklat 

Teknis dan Kepemimpinan 

Melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi pendidikan 

dan pelatihan (diklat) serta melakukan 

perumusan kebijakan dan penyusunan 

pedoman pengembangan diklat 

dibidang teknis dan Kepemimpinan. 

3. Kepala Pusat Pengembangan Diklat 

Fungsional dan HAM 

Melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi pendidikan 
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dan pelatihan (diklat) serta melakukan 

perumusan kebijakan dan penyusunan 

pedoman pengembangan diklat 

dibidang Fungsional dan HAM. 

4. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi 

Melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi penilaian 

kompetensi dan pengelolaan sistem 

informasi pengembangan SDM serta 

melakukan perumusan kebijakan dan 

penyusunan pedoman standardisasi 

dan penilaian kompetensi. 

5. Direktur Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan 

Melaksanakan koordinasi,  

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan 

kedinasan dibidang Ilmu 

Pemasyarakatan serta melakukan 

penelitian terapan dan pengabdian 

kepada masyarakat dibidang 

Pemasyarakatan. 

6. Direktur Politeknik Imigrasi 

Melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan 

kedinasan dibidang Keimigrasian serta 

melakukan penelitian terapan dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dibidang Keimigrasian. 

7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

dan HAM  

BPSDM dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit 

Pelaksana Teknis Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Hukum dan HAM yang 

berada di Jawa Tengah, Kepulauan 

Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas 

dan wewenang menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan di bidang 

hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai 

dengan wilayah kerja masing-masing. 
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Bagan struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat dilihat dalam bagan berikut: 

 
 

 

D. Sumber Daya Manusia 

 

BPSDM Hukum dan HAM dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya 

melakukan pengembangan SDM 

didukung oleh Sumber Daya Manusia 

sebanyak 389 orang dengan berbagai 

latar belakang pendidikan yang berbeda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.0.1 Struktur BPSDM Hukum dan HAM 
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BPSDM POLTEKIP POLTEKIM

125

47 49

123

21 24

LAKI - LAKI PEREMPUAN
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69

9

42

17

4

59

10

Gol. II Gol. III Gol. IV

BPSDM POLTEKIP POLTEKIM

BPSDM POLTEKIM POLTEKIP

32

5 5
14

3

20

126

27
17

70

37

23

6 1 3

SLTA DIII S1 / DIV S2 S3

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
(Per 31 Desember 2020) 

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
(Per 31 Desember 2020) 

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 
(Per 31 Desember 2020) 
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E. Peran Strategis 

Amanah pengembangan kompetensi aparatur 

Kementerian Hukum dan HAM yang 

dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan 

HAM tertuang dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 

tugas melaksanakan pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191, 

Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan kebijakan teknis, program 

dan anggaran pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum dan hak 

asasi manusia;  

b. pelaksanaan pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum dan hak 

asasi manusia;  

c. pelaksanaan penilaian kompetensi 

sumber daya manusia di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia;  

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum dan hak 

asasi manusia;  

e. pelaksanaan administrasi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Menteri. 

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara ini 

merupakan upaya Kementerian Hukum dan 

HAM untuk menjawab tantangan masa kini 

yang dihadapi oleh organisasi seperti 

tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah 

pegawai generasi milenial, era disrupsi dan 

perkembangan era industry 4.0. Di sisi lain, 

tingginya jumlah pegawai tersebut belum 

diikuti dengan ketersedianya kesempatan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta 

penempatan pegawai sesuai dengan 

kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan 

lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan 

teknologi, membuktikan bahwa strategi 

pengembangan Sumber Daya Manusia tidak 

bisa lagi hanya mengandalkan sistem 

konvensional. Pembentukan budaya kerja 

dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar 

juga harus dikembangkan. Maka dengan 

tantangan dan desakan zaman, BPSDM 

Hukum dan HAM berusaha untuk melakukan 

penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin 

di terapkan: 

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan 

HAM yang yang berkompetensi tinggi 

melalui rumusan kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi 

di lingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM; 

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial 

dan sosio-kultural SDM Hukum dan HAM 

melalui rumusan kebijakan dan 

penyelenggaraan program pengembangan 

terintegrasi dalam skema Corporate 

University. 

F. Sistematika Laporan 

Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat 

BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat 

dilihat sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan umum 

organisasi dengan penekanan pada 

aspek peran strategis BPSDM 

Hukum dan HAM, serta strategis unit 

organisasi 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini berisi uraian 

ringkasan/ikhtisar rencana strategis, 

rencana kerja dan anggaran, sasaran 

kinerja pegawai, perjanjian kinerja 

BAB lll  AKUNTABILITAS KINERJA 



Kemenkumham Corporate University |  Kemenkumham Corporate University |  

 

                                                   11 
 

Bab ini berisi uraian capaian kinerja 

pada setiap sasaran strategis 

organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi, serta 

perbandingan capaian kinerja . Selain 

itu disajikan pula akuntabilitas 

keuangan yang menggambarkan 

realisasi anggaran dalam mendukung 

pelaksanaan kegiatan tahun 2019 

terkait dengan tugas pokok dan tugas 

strategis lainnya. 

BAB IV     PENUTUP 

Bab ini berisiringkasan dari tinjauan 

pelaksanaan kegiatan dan kinerja 

tahun 2019 yang dirangkum kedalam 

kesimpulan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut. 

REFERENSI 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Uraian Singkat Rencana Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum 

dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari 

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan 

HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham 

merupakan pedoman perencanaan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 

 Sasaran strategis disusun melalui 

pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard, 

yaitu: 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan 

2. Perspektif Proses Internal 

3. Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

4. Perspektif Keuangan atau Disiplin 

Anggaran 

 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM 

Perspektif Sasaran Strategis 
Pemangku Kepentingan Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam 

pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM 
dengan pemangku kepentingan 

Proses Internal 1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan 
penilaian kompetensi berbasis TI 

2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, 
pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar 
global dan terakreditasi  

3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, 
Penyelenggara, dan Pengelola) 

4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 
5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan 

dan pelatihan SDM yang berkualitas 

Pembelajaran dan Pertumbuhan 1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi 
tinggi dan terkareditasi 

2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam 
menjalankan fungsi dan peran  

3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan 
pelatihan terbaik 

Disiplin Anggaran Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan 
akuntabel 



Kemenkumham Corporate University |  Kemenkumham Corporate University |  

 

                                                   14 
 

 

 

 

 

 

Visi  Kementerian Hukum dan HAM  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan 

Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong 

Misi Kementerian Hukum dan HAM 

 

 

 

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM: 

Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University 

Menjadi unit utama yang dapat 

berkerjasama dalam pengembangan 

kompetensi SDM di Bidang Hukum dan 

HAM dengan pemangku kepentingan 

Memiliki SDM 

Fungsional dan 

penunjang yang 

berkompetensi tinggi 

dan terakreditasi 

Menyelenggarakan program 

pendidikan, pelatihan, 

pengembangan dan 

penilaian kompetensi yang 

berstandar global dan 

terakreditasi 

Menyelenggarakan 

program pelatihan, 

pengembangan dan 

penilaian berbasis 

teknologi informasi 

Menjalin kerjasama 

sinergis dengan 

institusi pendidikan 

dan pelatihan 

terbaik 

Membentuk 

organisasi yang 

optimal dan efektif 

dalam menjalankan 

fungsi dan peran 

 

Memanfaatkan 

anggaran yang 

optimal, tepat sasaran 

dan akuntabel 
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1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. 
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas  
3.  Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan 

pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya 
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.  

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan 

pemasyarakatan  
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi 

birokrasi dan kelembagaan.  

PK.I 

PP.I 
PP.2 

PP.3 DA.I 

PI.2 PI.1 

Mengelola pelatihan 

yang melibatkan 3 

Pilar Pelatihan (WI, 

Penyelenggara, dan 

Pengelola) 

PI.3 

Memiliki sarana 

dan prasarana 

pembelajaran yang 

mutakhir 

PI.4 
Memiliki 

infrastruktur TI 

untuk pendidikan 

dan pelatihan 

SDM yang 

berkualitas 

PI.5 

Gambar 2.1 Peta Strategi BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 
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B. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 

adalah dokumen berisikan penugasan dari 

Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan 

program atau kegiatan yang disertai dengan 

indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja 

inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM 

menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi 

dan wewenang, serta sumber daya yang 

tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan 

dengan rencana kinerja tahunan 2019 yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 

BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan 

visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran 

yang akan dicapai. Berikut dokumen 

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 

Tahun 2019. Dokumen legal Perjanjian 

BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat 

dilihat di lampiran.

 

 
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 

 

Perjanjian Kinerja ditetapkan pada Desember 

2019, tetapi di tahun 2020 terjadi pembahasan 

kembali Rencana Strategis 2020-2024 yang 

merubah angka indikator yang terdapat di 

dalam Perjanjian Kinerja 2020. Perubahan 

tersebut adalah : 

Indikator Kinerja 
Target 

Lama Baru 

Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh 
pengguna 

90% 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Sasaran  Indikator Kinerja Target 

1. 
Meningkatkan kompetensi  Sumber 
Daya Manusia di Bidang Hukum dan 
HAM 

1. Persentase hasil penilaian kompetensi 
yang ditindaklanjuti oleh pengguna 

75% 

2. Persentase ASN Kemenkumham yang 
mendapatkan pengembangan 
kompetensi 

85% 

3. Persentase alumni pelatihan yang sudah 
melaksanakan tugas sesuai dengan 
kompetensi bidang tugasnya 

85% 

2 

Terpenuhinya SDM Kementerian 
Hukum dan HAM yang memiliki 
kompetensi dibidang Pemasyarakatan 
dan Keimigrasian 

1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi 
dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 
yang ditempatkan sesuai dengan 
kompetensi jabatan 

95% 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

TAHUN 2020 

 
Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM 

merupakan perwujudan atas kewajiban dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan Rencana 

Kerja 2020 BPSDM Hukum dan HAM untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis. 

Perwujudan pertanggungjawaban kinerja 

tersebut dihitung berdasarkan target yang 

telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja 

BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020. 

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 

dicapai dilakukan dengan pengukuran yang 

telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan 

cara cara membandingkan antara target 

sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja dengan realisasinya.

  

A. Capaian Kinerja 

 

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 
Meningkatkan kompetensi  
Sumber Daya Manusia di 
Bidang Hukum dan HAM 

1. Persentase hasil penilaian 
kompetensi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pengguna 

75% 81% 108% 

2. Persentase ASN 
Kemenkumham yang 
mendapatkan pengembangan 
kompetensi 

85% 70% 82% 

3. Persentase alumni pelatihan 
yang sudah melaksanakan 
tugas sesuai dengan 
kompetensi bidang tugasnya 

85% 96% 113% 

2 

Terpenuhinya SDM 
Kementerian Hukum dan HAM 
yang memiliki kompetensi 
dibidang Pemasyarakatan dan 
Keimigrasian 

1. Persentase kelulusan 
Politeknik Imigrasi dan 
Politeknik Ilmu 
Pemasyarakatan yang 
ditempatkan sesuai dengan 
kompetensi jabatan 

95% 100% 105% 
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No 
Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

1 

Meningkatkan 
kompetensi  
Sumber Daya 
Manusia di 
Bidang 
Hukum dan 
HAM 

1. Persentase hasil 
penilaian 
kompetensi yang 
ditindaklanjuti 
oleh pengguna 

75% 81% 108% 

233.879.511.000 228.392.914.900 97,65 

2. Persentase ASN 
Kemenkumham 
yang 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi 

85% 70% 82% 

3. Persentase 
alumni pelatihan 
yang sudah 
melaksanakan 
tugas sesuai 
dengan 
kompetensi 
bidang tugasnya 

85% 96% 113% 

2 

Terpenuhinya 
SDM 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM yang 
memiliki 
kompetensi 
dibidang 
Pemasyarakat
an dan 
Keimigrasian 

1. Persentase 
kelulusan 
Politeknik Imigrasi 
dan Politeknik 
Ilmu 
Pemasyarakatan 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 
jabatan 

95% 100% 105% 

 

Analisa Capaian Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Persentase hasil penilaian 

kompetensi yang ditindak lanjuti oleh 

pengguna bertujuan untuk mengukur  

tingkat pemanfaatan hasil penilaian 

kompetensi yang telah dilakukan oleh unit 

pengguna. Pada Periode Tahun 2019-

2020, Pusat Penilaian Kompetensi 

melakukan pemanfaatan hasil penilaian 

kompetensi  kepada  12 Unit kerja di 

Lingkungan kementerian Hukum dan HAM. 

Kegiatan tersebut berupa dilakukannya 

monitoring untuk mengetahui seberapa 

besar pembina kepegawaian atau pihak 

berwenang telah menindaklanjuti hasil 

rekomendasi hasil penilaian kompetensi 

yang telah diberikan.  Hasil monitoring dan 

evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 81 

% atau 281 pegawai dari sasaran target 

monitoring kepada  348 pegawai telah 

dilakukan pemanfaatan Hasil Penilaian 

kompetensi. 

 

 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya 

Manusia di Bidang Hukum dan HAM 
Sasaran Program 1 

 Persentase hasil penilaian kompetensi 

yang ditindak lanjuti oleh pengguna Indikator 1 
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Grafik 3.1 Grafik Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi 

Adapun Unit Kerja yang dijadikan sampel 

survei sebanyak 8 Kantor Wilayah, dan 4 

Unit Pusat Eselon 1. Bentuk Pemanfaatan 

Hasil Uji Kompetensi yang paling banyak 

dilakukan adalah Pelatihan,  sedangkan 

yang paling sedikit adalah bentuk 

pengembangan dengan metode 

datasering (penempatan pegawai untuk 

bertugas di suatu tempat dalam jangka 

waktu tertentu).  

Dalam pencapaian indikator ini diperoleh 

dari rekapitulasi data survei Monitoring dan 

data dukung untuk menvalidasi data 

berupa dokumen seperti Surat Keputusan 

ataupun sertifikat kegiatan yang telah 

dilakukan (LKIP Puspenkom 2020). 

Berikut grafik yang memperlihatkan jumlah 

pegawai yang telah dilakukan tindak lanjut 

pemanfaatan assesment oleh pengguna.  

Walaupun target indikator tercapai tetapi 

angka realisasi tidak mencapai 100% 

maka diperlukan sosialisasi kepada 

seluruh user (unit pengguna)  agar  

menindaklanjuti hasil penilaian 

kompetensi yang telah dilakukan ke dalam 

perencanaan pengembangan dan 

perencanaan pola karir pegawai. 

 

 

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja 2020* 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase hasil penilaian kompetensi yang 
ditindaklanjuti oleh pengguna 

75% 81% 108% 

*data berasal dari LKIP Pusat Penilaian Kompetensi tahun 2020 
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Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020 

No. Indikator Kinerja 
2020 2019* 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase hasil penilaian 
kompetensi yang ditindaklanjuti 
oleh pengguna 

75% 81% 108% 70% 46% 65,71% 

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2019 

 

Pencapaian di tahun 2020 dibandingkan 

tahun 2019 pada indikator Persentase 

hasil penilaian kompetensi yang 

ditindaklanjuti oleh pengguna meningkat. 

Pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai 

target sedangkan pada 2020 realisasi 

mencapai target. Sehingga tahun 2020 

secara realisasi dan capaian meningkat 

drastis.

 

 

 

 

 

 

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil, bahwa setiap PNS berhak 

mendapatkan pengembangan kompetensi 

selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap 

tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi 

kewajiban institusi dalam mengembangkan 

kompetensi pegawainya tersebut, 

Kementerian Hukum dan HAM melalui 

BPSDM Hukum dan HAM menetapkan 

target pengembangan kompetensi di dalam 

Renstranya sebagai berikut:

 
No. Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase ASN Kemenkumham yang 

mendapatkan pengembangan 

kompetensi 

   85%   90%  92%  93%   93% 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka BPSDM 

Hukum dan HAM dalam aktivitas 

pengembangan kompetensi kepada 

pegawai di lingkungan Kementerian Hukum 

dan HAM ditargetkan mencapai 85% dari 

jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM.  

Di bawah ini akan dijelaskan capaian output 

dari program dan aktivitas pengembangan 

kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM 

Hukum dan HAM beserta satuan kerjanya 

selama tahun 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Persentase ASN Kemenkumham yang 

mendapatkan pengembangan 

kompetensi 

Indikator 2 
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Tabel 3.3 Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2020 
BPSDM Hukum dan HAM 

 

 

 

 

 

 

                                                

*Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa total 

output pengembangan kompetensi 

sepanjang tahun 2020 sebesar 43.713 

peserta pengembangan kompetensi. 

Dengan total jumlah ASN Kementerian 

Hukum dan HAM yang sebesar 62.770 

pegawai dan target pengembangan 

kompetensi 2020 adalah 85% dari total ASN 

Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga 

total target pengembangan kompetensi 

tahun 2020 adalah 53.335 peserta 

pengembangan kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pemaparan data dan grafik di 

atas maka target pengembangan 

kompetensi di tahun 2020 tidak tercapai. 

Terdapat selisih 15% antara capaian 2020 

dengan target 2020. Tidak tercapainya target 

pengembangan kompetensi ini dikarenakan 

pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia. 

No.  Unit / Satker 
Pengembangan Kompetensi 

Total 
PJJ*/Klasikal E-Learning Pendidikan  

1 Pusbang Tekpim 827 35.532  36.359 

2 Pusbang Fungham 1.221 469  1.690 

3 Badiklat Sulut 230 1.320  1.550 

4 Badiklat Jateng 303 811  1.114 

5 Badiklat Kepri 240 791  1.031 

6 Poltekip   1.001 1.001 

7 Poltekim   968 968 

Total 43.713 

62.770 85% 53.335 

Angka Target 
Pengembangan Kompetensi 

Persentase Target 
Pengembangan Kompetensi  

Jumlah ASN 
Kemenkumham 

43.713 

Capaian Pengembangan 

Kompetensi 

70% 

Persentase Capaian 

Pengembangan Kompetensi 

Kompetensi 

Grafik 3.0.2 Target Capaian Pengembangan Kompetensi 2020 

Grafik 3.3  Capaian Pengembangan Kompetensi 2020 
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Dikarenakan pandemi tersebut terjadi 

penyesuaian pelaksanaan pelatihan, banyak 

pelatihan yang dilaksanakan dengan metode 

klasikal dibatalkan dan sebagiannya diubah 

menjadi pelatihan dengan metode 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau E-

learning. Pandemi Covid-19 telah membuat 

pemerintah memfokuskan anggaran ke 

bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. 

Refocusing anggaran tersebut juga 

menjadikan BPSDM Hukum dan HAM 

melakukan pengalihan anggaran yang 

berakibat berkurangnya anggaran untuk 

pelaksanaan pelatihan. 

Capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM 

dalam aktivitas pengembangan kompetensi 

pada tahun 2020 dibandingkan dengan 

tahun 2019 mengalami peningkatan. Lebih 

detilnya dapat dilihat dibawah ini.

 

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2019 dan 2020 
BPSDM Hukum dan HAM 

 

*Data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2019 

**Pembelajaran Jarak Jauh 

Dibandingkan dengan capaian 

pengembangan kompetensi di tahun 2019, 

pengembangan kompetensi 2020 

mengalami peningkatan sebesar 3.072 

peserta pengembangan kompetensi.  

 

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020 

No. Indikator Kinerja 
2020* 2019 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase ASN Kemenkumham 
yang mendapatkan pengembangan 
kompetensi 

85% 70% 82% NN NN NN 

*data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2020 

Indikator Persentase ASN Kemenkumham 

yang mendapatkan pengembangan 

kompetensi                                                                                                        

 

 

 

tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 

dan 2019 karena indikator ini tidak ada di 

tahun 2019 

 

 

No. Unit / Satker 

Pengembangan Kompetensi 

2019* 2020 

PJJ** / 
Klasikal 

E-
Learning 

Pendidikan 
PJJ* / 

Klasikal 
E-Learning Pendidikan 

1 
Pusbang 
Tekpim 

1.743 33.591   827 35.532  

2 
Pusbang 
Fungham 

1.233 120   1.221 469  

3 Badiklat Sulut 400 162   230 1.320  

4 Badiklat Jateng 415 287   303 811  

5 Badiklat Kepri 383 320   240 791  

6 Poltekip     692   1.001 

7 Poltekim     1.295   968 

Total 40.641 43.713 
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Indikator ini ingin mengukur sejauh mana 

peserta pelatihan setelah kembali 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

kompetensi. Hal ini agar hasil pelatihan 

menjadi kompetensi pegawai tersebut. 

Sehingga unit dimana alumni tersebut 

diharapkan menempatkan alumni tersebut di 

bidang kerja yang sesuai dengan 

kompetensinya. Pengukuran indikator 

kinerja ini dilakukan melalui evaluasi pasca 

pelatihan dengan hasil di bawah ini. 

 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase alumni pelatihan yang sudah 
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi 
bidang tugasnya 

85% 96% 113% 

 

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020 

No. Indikator Kinerja 
2020 2019* 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 

Persentase alumni pelatihan yang 
sudah melaksanakan tugas sesuai 
dengan kompetensi bidang 
tugasnya 

85% 96% 113% 70% 99% 142% 

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019 

 

Pada tabel perbandingan di atas, dapat kita 

lihat bahwa kedua tahun perbandingan di 

atas memenuhi target yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum 

dan HAM yang memiliki kompetensi di 

bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian 

Sasaran Program 2 

 
Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang 

ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan 
Indikator 1 

 
Persentase Alumni Pelatihan yang sudah 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

kompetensi bidang tugasnya  

Indikator 3 
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Para peserta didik (taruna / taruni) dari 

Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik 

Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) 

mendapatkan pendidikan sebagai persiapan 

mereka dalam melaksanakan tugas di 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan. Oleh karena itu 

para taruna-taruni setelah lulus 

dimaksudkan untuk mengisi berbagai posisi 

di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Ditjen 

Pemasyarakatan.  

 

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 

unit eselon satu di tingkat pusat dan 33 

Kantor Wilayah. Dengan besarnya 

organisasi tersebut dan kebutuhan SDM 

yang besar, seringkali lulusan Poltekip dan 

Poltekim ditugaskan di luar Ditjen Imigrasi 

dan Ditjen Pemasyarakatan. Penempatan 

seperti ini tidak sesuai dengan manajemen 

talenta yang menempatkan pegawai sesuai 

dengan kompetensinya atau pendidikannya. 

Oleh karena itu indikator 3 ini menjadi 

penting sebagai keberhasilan BPSDM 

Hukum dan HAM dalam hal ini Poltekim dan 

Poltekip dalam mengelola talenta 

lulusannya. 

 

No. Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang  

ditempatkan sesuai dengan kompetensi 

jabatan 

   85%   90%  92%  93%   93% 

 

Penempatan lulusan Politeknik Imigrasi 

Pada tahun 2020 Poltekim meluluskan 234 

taruna yang terdiri 124 taruna D-IV dan 110 

taruna D-IV Lanjutan. Untuk taruna lulusan 

D-IV Lanjutan, mereka akan kembali ke unit 

asal mereka yaitu unit di lingkungan Ditjen 

Imigrasi. Sedangkan untuk lulusan taruna D-

IV, berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 885 

Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan 

Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik 

Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Asasi  bahwa seluruh lulusan Poltekim 

di tahun 2020 mendapatkan penempatan di 

lingkungan Ditjen Imigrasi. Isi surat 

keputusannya dapat dilihat di lampiran. 

 

Penempatan lulusan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan 

Berdasarkan Surat Acara Pelaksanaan 

Pemilihan Penempatan Taruna Wreda 

Angkatan 51 tahun Akademik 2020 bahwa 

seluruh lulusan Poltekip di tahun 2020 

mendapatkan penempatan di lingkungan 

Ditjen Pemasyarakatan. Isi Surat Acara 

Pelaksanaan Pemilihan Penempatan dapat 

dilihat di lampiran. 

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di 

atas, penempatan lulusan Poltekim dan 

Poltekip di tahun 2020 telah 100% sesuai 

dengan kompetensi jabatannya. 

 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

1 Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang 

ditempatkan sesuai dengan kompetensi 

jabatan 

   85%   100%  118% 
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No. Indikator Kinerja 
2020 2019* 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 

Persentase kelulusan Politeknik 
Imigrasi dan Politeknik Ilmu 
Pemasyarakatan yang ditempatkan 
sesuai dengan kompetensi jabatan 

85% 100% 118% 100% 100% 100% 

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019 

  

B. Efisiensi Anggaran Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan program dan 

kegiatan, BPSDM Hukum dan HAM 

merealisasikan penggunaan anggaran 

berdasarkan pagu yang telah ditetapkan 

setiap tahunnya. Dengan membandingkan 

selisih antara perkalian pagu anggaran 

dengan capaian kinerja dan realisasi 

anggaran dengan perkalian pagu anggaran 

dengan capaian kinerja maka diperoleh 

nilai efisiensi anggaran. Dengan cara 

tersebut, didapatkan angka Efisiensi 

Sebesar 20% dengan asumsi bahwa 

minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi 

sebesar -20% dan nilai paling tinggi 

sebesar 20%. Dengan asumsi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

anggaran yang telah dilakukan oleh 

BPSDM Hukum dan HAM adalah maksimal 

atau sangat baik. Adapun faktor yang 

membuat nilai menjadi maksimal adalah: 

1. Masa pandemi Covid-19 membuat 

pelaksanaan pelatihan pada BPSDM 

Hukum dan HAM yang awalnya 

sebagian besar dalam bentuk klasikal 

(menghadirkan peserta ke BPSDM) 

menjadi Pelatihan Jarak Jauh dan e-

learning. Hal ini tentunya menghemat 

anggaran pelatihan yang cukup 

signifikan karena metode pelatihan 

secara Jarak Jauh dan e-learning tidak 

memerlukan biaya perjalanan dinas, 

biaya makan peserta,  dan 

perlengkapan peserta, sehingga 

anggaran tersebut dapat dialihkan 

untuk keperluan lain maupun 

menambah output pelatihan; 

2. Pelaksanaan kegiatan CoP 

(Community Of Practice) pada 3 (tiga) 

Balai Diklat Hukum dan HAM secara 

daring menyumbang jumlah output 

pelatihan secara signifikan. Jumlah 

ouput pada pelaksanaan CoP pada 3 

(tiga) badiklat mencapai 1.979 orang; 

3. Pelaksanaan Pengajaran, Pelatihan, 

dan Pengasuhan Taruna/taruni pada 

Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan secara Jarak Jauh 

menghemat anggaran ±7 (tujuh) Miliar 

rupiah dari anggaran makan taruna 

tanpa mengurangi target ouput taruna; 

4. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi 

yang menggunakan CBT (Computer 

based Test) juga menghemat 

anggaran pada Pusat Penilaian  
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Kompetensi, khususnya pada 

pelaksanaan SJT (Situational 

Judgement Test) dan EPT (English 

Placement Test)  dengan output 

mencapai 62.711 peserta;  

5. Penghematan  belanja daya/listrik 

karena hanya sedikit kegiatan 

pelatihan secara fisik di BPSDM 

Hukum dan HAM. 

Seperti yang dapat di lihat digrafik diatas, 

BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan nilai 

angka efisien sebesar 20 (duapuluh). 

Penghitungan angka tersebut berdasarkan  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / 

PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga,Evaluasi Kinerja Anggaran 

dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat 

eselon I /program dan tingkat satuan kerja/ 

kegiatan. Data yang dibutuhkan untuk 

mengukur efisiensi meliputi :  

a. data capaian keluaran (CK) program / 

kegiatan;  

b. data target volume keluaaran (TVK) 

program/kegiatan; 

c. pagu anggaran; dan  

d. realisasi anggaran.  

 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 
membandingkan penjumlahan  dari selisih 
antara perkalian pagu anggaran keluaran 
dengan capaian keluaran dan realisasi 
anggaran keluaran dengan penjumlahan  dari 
perkalian pagu anggaran keluaran dengan 
capaian keluaran Rumus untuk pengukuran 
efesiensi sebagai berikut : 
 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
 ∑

𝑛
𝑖 = 1

(𝑃𝐴𝐾 𝑥 𝐶𝐾) − 𝑅𝐴𝐾

∑
𝑛

𝑖 = 1
𝑃𝐴𝐾 𝑥 𝐶𝐾

 𝑥 100% 

 
Tabel Capaian Kinerja Program Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM TA 2020 

No. Nama Kegiatan PAK RAK 
Total TVK  

(Volume) 

Total CK  

(Volume) 

1. 1620 Pendidikan Kedinasan 52.310.858.000 50.096.642.049 2.057,00 2.147,45 

2. 
1621 Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Fungsional dan HAM 
7.506.035.000 6.360.753.921 1.539,00 1.466,00 

3. 
1622 Penyelenggaraan Penilaian 

Kompetensi 
2.076.640.000 2.033.169.739 4.800,00 10.095,00 

4. 

1623 Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis dan 

Kepemimpinan 

6.644.085.000 6.075.202.817 36.898,00 36.183,00 

5. 

1624 Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya BPSDM 

Hukum dan HAM 

113.187.629.000 111.882.999.290 3,00 3,00 

6. 
5249 Penyelenggaraan Diklat 

Aparatur di Wilayah 
52.154.264.000 51.660.760.200 1.369,00 4.596,75 

Total 233.879.511.000 228.109.528.016 46.666,00 54.491,20 

(sumber: SMART DJA) 

Berdasarkan tabel diatas maka nilai efisiensi 

kinerja anggaran BPSDM TA 2020 sebagai berikut: 
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𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =
 ∑

𝒏
𝒊 = 𝟏

(𝑷𝑨𝑲 𝒙 𝑪𝑲) − 𝑹𝑨𝑲

∑
𝒏

𝒊 = 𝟏
𝑷𝑨𝑲 𝒙 𝑪𝑲

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = ( 

 ((𝑷𝑨𝑲𝟏 𝒙 𝑪𝑲𝟏) − 𝑹𝑨𝑲𝟏) + ((𝑷𝑨𝑲𝟐 𝒙 𝑪𝑲𝟏) − 𝑹𝑨𝑲𝟐) + ((𝑷𝑨𝑲𝟐 𝒙 𝑪𝑲𝟏) − 𝑹𝑨𝑲𝟐 ) + ((𝑷𝑨𝑲𝟑 𝒙 𝑪𝑲𝟑) − 𝑹𝑨𝑲𝟑)

+  ((𝑷𝑨𝑲𝟒 𝒙 𝑪𝑲𝟒) − 𝑹𝑨𝑲𝟒) +  + ((𝑷𝑨𝑲𝟓 𝒙 𝑪𝑲𝟓) − 𝑹𝑨𝑲𝟓) +  + ((𝑷𝑨𝑲𝟔 𝒙 𝑪𝑲𝟔) − 𝑹𝑨𝑲𝟔)

(𝑷𝑨𝑲𝟏 𝒙 𝑪𝑲𝟏) + (𝑷𝑨𝑲𝟐 𝒙 𝑪𝑲𝟏) +  (𝑷𝑨𝑲𝟑 𝒙 𝑪𝑲𝟑) +  (𝑷𝑨𝑲𝟒 𝒙 𝑪𝑲𝟒) + (𝑷𝑨𝑲𝟓 𝒙 𝑪𝑲𝟓) + (𝑷𝑨𝑲𝟔 𝒙 𝑪𝑲𝟔)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝑷𝑺𝑫𝑴

= ( 

 ((  𝟓𝟐. 𝟑𝟏𝟎. 𝟖𝟓𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟐. 𝟏𝟒𝟕, 𝟒𝟓) − 𝟓𝟎. 𝟎𝟗𝟔. 𝟔𝟒𝟐. 𝟎𝟒𝟗) + ((𝟕. 𝟓𝟎𝟔. 𝟎𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏. 𝟒𝟔𝟔) − 𝟔. 𝟑𝟔𝟎. 𝟕𝟓𝟑. 𝟗𝟐𝟏) + ((𝟐. 𝟎𝟕𝟔. 𝟔𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎. 𝟎𝟗𝟓) − 𝟐. 𝟎𝟑𝟑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟕𝟑𝟗)

+  ((𝟔. 𝟔𝟒𝟒. 𝟎𝟖𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑𝟔. 𝟏𝟖𝟑) − 𝟏𝟏𝟏. 𝟖𝟖𝟐. 𝟗𝟗𝟗. 𝟐𝟗𝟎) +  + ((𝟏𝟏𝟑. 𝟏𝟖𝟕. 𝟔𝟐𝟗. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑, 𝟎𝟎) − 𝟏𝟏𝟏. 𝟖𝟖𝟐. 𝟗𝟗𝟗. 𝟐𝟗𝟎) +   ((𝟓𝟐. 𝟏𝟓𝟒. 𝟐𝟔𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒. 𝟓𝟗𝟔, 𝟕𝟓) −  𝟓𝟏. 𝟔𝟔𝟎. 𝟕𝟔𝟎. 𝟐𝟎𝟎)

(𝟓𝟐. 𝟑𝟏𝟎. 𝟖𝟓𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟐. 𝟏𝟒𝟕, 𝟒𝟓) +  (𝟕. 𝟓𝟎𝟔. 𝟎𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏. 𝟒𝟔𝟔) +  (𝟐. 𝟎𝟕𝟔. 𝟔𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎. 𝟎𝟗𝟓) +  (𝟔. 𝟔𝟒𝟒. 𝟎𝟖𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑𝟔. 𝟏𝟖𝟑) + (𝟏𝟏𝟑. 𝟏𝟖𝟕. 𝟔𝟐𝟗. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑, 𝟎𝟎) +  (𝟓𝟐. 𝟏𝟓𝟒. 𝟐𝟔𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒. 𝟓𝟗𝟔, 𝟕𝟓)
 

 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝑷𝑺𝑫𝑴 

=
𝟏𝟏𝟐, 𝟐𝟖𝟒, 𝟖𝟓𝟓, 𝟑𝟕𝟎, 𝟎𝟓𝟏 +  𝟏𝟎, 𝟗𝟗𝟕, 𝟒𝟖𝟔, 𝟓𝟓𝟔, 𝟎𝟕𝟗 +  𝟐𝟎, 𝟗𝟔𝟏, 𝟔𝟒𝟕, 𝟔𝟑𝟎, 𝟐𝟔𝟒 +  𝟐𝟒𝟎, 𝟐𝟗𝟏, 𝟎𝟒𝟒, 𝟓𝟓𝟓, 𝟕𝟏𝟎 +  𝟐𝟐𝟕, 𝟔𝟕𝟗, 𝟖𝟖𝟕, 𝟕𝟏𝟎 +  𝟐𝟑𝟗, 𝟔𝟖𝟖, 𝟒𝟓𝟐, 𝟐𝟖𝟏, 𝟖𝟎𝟎 

𝟏𝟏𝟐. 𝟑𝟑𝟒. 𝟗𝟓𝟐. 𝟎𝟏𝟐. 𝟏𝟎𝟎 +  𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟑, 𝟖𝟒𝟕, 𝟑𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎 +  𝟐𝟎, 𝟗𝟔𝟑, 𝟔𝟖𝟎, 𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 +  𝟐𝟒𝟎, 𝟒𝟎𝟐, 𝟗𝟐𝟕, 𝟓𝟓𝟓, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟑𝟗, 𝟓𝟔𝟐, 𝟖𝟖𝟕, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟐𝟑𝟗, 𝟕𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟑, 𝟎𝟒𝟐, 𝟎𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝑷𝑺𝑫𝑴 =
𝟔𝟐𝟒,𝟒𝟓𝟏,𝟏𝟔𝟔,𝟐𝟖𝟏,𝟔𝟏𝟒

𝟔𝟐𝟒,𝟕𝟖𝟓,𝟎𝟖𝟑,𝟔𝟎𝟔,𝟏𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟎, 𝟗𝟗 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟗% 

 

Dari hasil penghitungan di atas, diperoleh nilai efesiensi kinerja anggaran sebesar 99%. Meskipun dari hasil penghitungan tersebut, nilai efisiensi 

yang diperoleh sebesar 99%, tetapi secara sistem pada aplikasi SMART DJA nilai  efisiensi yang ditampilkan hanya sampai 20% untuk nilai maksimal 

dan -20% untuk nilai minimal. 
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C. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM 

Selain berhasil melaksanakan tugas dan 

fungsi sebagai organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia hukum dan HAM, BPSDM juga 

berhasil memperoleh beberap prestasi 

antara lain: 

1. Pengakuan Kelayakan 

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 

Pada tanggal 19 Oktober 2020, BKN 

menyerahkan hasil akreditasi uji 

kelayakan penyelenggaraan penilaian 

kompetensi kepada BPSDM Hukum dan 

HAM dengan predikat A. Penilaian ini 

berdasarkan tiga komponen utama yang 

harus dimiliki oleh sebuah lembaga 

penilaian kompetensi antara lain: 

organisasi, sumber daya manusia dan 

metode/pelaksanaan penilaian 

kompetensi. Diharapkan prestasi ini bisa 

mendorong semua elemen di BPSDM 

Hukum dan HAM untuk terus 

meningkatkan kinerja dan inovasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penghargaan Dari Badan Kepegawaian 

Negara 

Disamping memperoleh akreditasi 

penyelenggaraan penilaian kompetensi, 

BPSDM Hukum dan HAM melalui Pusat 

Penilaian Kompetensi memperoleh 

peringkat I kategori pemanfaatan SAPK 

 

 

 

 dan Pemanfaatan CAT serta peringkat II 

untuk kategori Penilaian Kompetensi 

Kementerian dan Lembaga Negara.pada BKN 

Award  
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3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBK/WBBM) dari Kementerian PAN dan 

RB 

Sejak mencanangkan program Zona 

Integritas WBK/WBM pada awal tahun 

2020 pada semua satuan kerja di 

lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. 

Segala upaya pembangunan ZI telah 

dilaksanakan agar BPSDM Hukum dan 

HAM memperoleh predikat WBK/WBM 

dari KemenPAN/RB. Berdasarkan hasil 

evaluasi dari tim penilai dua satuan kerja 

di bawah BPSDM Hukum dan HAM yaitu 

Politeknik Imigrasi dan Balai Diklat Hukum 

dan HAM Jawa Tengah ditetapkan 

memperoleh predikat WBK/WBBM. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Prioritas Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM 

mendapatkan amanah untuk 

melaksanakan Prioritas Nasional yang 

teknis pelaksanaannya diselenggarakan 

oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas 

Nasional yang diselenggarakan oleh 

BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan 

Pembimbing Kemasyarakatan dan 

Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2020 Pelatihan Pembimbing 

Kemasyarakatan diselenggarakan 

sebanyak delapan (8) angkatan dengan 

total 320 peserta dan dengan capaian 

100% sedangkan Pelatihan Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebanyak delapan 

(8) angkatan dengan total 270 peserta dan 

dengan capaian 100%. Lebih detilnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Kemenkumham Corporate University |  Kemenkumham Corporate University |  

 

                                                   30 
 

No. 
Nama 

Pelatihan   
Tanggal Pelaksanaan Target  

Realisasi 
Target 

Capaian  Pagu  
Realisasi 

Pagu 
% 

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan 

1 Akt. XXVII 22 Juli s/d Ag 2020 40 40 100% 

1.612.137.000,- 1.342.580.000,- 83% 

2 Akt. XXVIII 29 Juli s/d 27 Ag 2020 40 40 100% 

3 Akt. XXIX  13 Ag s/d 14 Sept 2020 40 40 100% 

4 Akt. XXX 27 Ag s/d 23 Sept 2020 40 40 100% 

5 Akt. XXXI 07 Sept s/d 02 Okt 2020 40 40 100% 

6 Akt. XXXII 14 Sept s/d 09 Okt 2020 40 40 100% 

7 Akt. XXXIII 06 Okt s/d 05 Nov 2020 40 40 100% 

8 Akt. XXXIV 19 okt s/d 18 nov2020 40 40 100% 

Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak 

1 Akt. XLVII 4 Maret  - 18 Mar 2020 30 30 100% 

 1.248.100.000,- 1.041.382.387,- 83% 

2 Akt. XLVIII 17 Juni  – 4 Juli 2020 30 30 100% 

3 Akt. XLIX 1 Juli   – 18 Juli 2020 30 33 110% 

4 Akt. L 22 Juli- 10 Ag 2020 30 29 97% 

5 Akt. LI 12 Ags-1 Sept 2020 30 29 97% 

6 Akt. LII 02-19 Sept 2020 30 29 97% 

7 Akt. LIII 22 Sep- 10 Okt 2020 30 30 100% 

8 Akt. LIV 15 okt-04 Nov 2020 30 30 100% 

    04 Nov  - 21 Nov 2020 30 30 100% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, 

BPSDM Hukum dan HAM menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja 

yang dicapai berdasarkan Penggunaan 

Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan 

Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 

merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan atas penggunaan anggaran 

selama tahun 2020. Tujuan pelaporan kinerja 

adalah memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 

bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk 

meningkatkan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja 

terhadap target sasaran kinerja yang telah 

ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020, 

terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang 

memenuhi target yaitu Persentase hasil 

penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti 

oleh pengguna sebesar 81%, Persentase 

alumni pelatihan yang sudah 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

kompetensi bidang tugasnya sebesar 96% 

dan Persentase kelulusan Politeknik 

Imigrasi dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi jabatan sebesar 100%. 

Sedangkan indikator yang tidak mencapai 

target adalah Persentase ASN 

Kemenkumham yang mendapatkan 

pengembangan kompetensi sebesar  70% 

dari 80% yang ditargetkan, meskipun 

demikikan secara kuantitas mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2019. 
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No 

Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

1 

Meningkatkan 
kompetensi  
Sumber Daya 
Manusia di 
Bidang 
Hukum dan 
HAM 

Persentase hasil 
penilaian 
kompetensi yang 
ditindaklanjuti 
oleh pengguna 

75% 81% 108% 

233.879.511.000 228.392.914.900 97,65 

Persentase ASN 
Kemenkumham 
yang 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi 

85% 70% 82% 

Persentase 
alumni pelatihan 
yang sudah 
melaksanakan 
tugas sesuai 
dengan 
kompetensi 
bidang tugasnya 

85% 96% 113% 

2 

Terpenuhinya 
SDM 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM yang 
memiliki 
kompetensi 
dibidang 
Pemasyarakat
an dan 
Keimigrasian 

Persentase 
kelulusan 
Politeknik Imigrasi 
dan Politeknik 
Ilmu 
Pemasyarakatan 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 
jabatan 

95% 100% 105% 

 

B. Rencana Tindak Lanjut 

Agar di tahun mendatang seluruh indikator 

dapat tercapai targetnya dan dalam kualitas 

serta kuantitas meningkat kinerja, maka 

BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan : 

1. Sosialisasi kepada seluruh user (unit 

pengguna) agar  menindaklanjuti hasil 

penilaian kompetensi yang telah 

dilakukan kedalam perencanaan 

pengembangan dan perencanaan pola 

karir pegawai. 
2. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi 

Informasi dalam pelaksanaan pelatihan 

dan penilaian kompetensi serta dalam 

proses bisnis internal BPSDM Hukum 

dan HAM. 

3. Penerapan pengembangan kompetensi 

dengan metode Corporate University 

agar menjangkau seluruh ASN 

Kemenkumham dengan berbagai 

bentuk pengembangan kompetensi 

yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan kompetensi ASN 

Kemenkumham. 

4. Peserta pelatihan khususnya pelatihan 

E-Learning diberi keluangan waktu 

dalam mengikuti pelatihan E-Learning 

agar bisa optimal dalam mengikuti 

pelatihan dan pembelajaran tersebut. 

Hal ini juga akan mengoptimalkan output 

dan outcome dari BPSDM Hukum dan 

HAM. 

5. Hasil pelatihan dimasukkan kedalam 

penilaian kinerja agar peserta pelatihan 

termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

Demikian laporan kinerja yang disampaikan 

untuk dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan 

peningkatan kinerja pada tahun yang akan 

datang. 
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